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Ketug Komisi A DPRD
Kalbar, Retno A Pramoedya
menjelaskan pidato nota
pengantar LHP BPK yang
disampaikan anggota VI
BPK RI, Rizal Djalil belum
menjawab segala persoalan
asset yang ada di Kalbar
agar dapat diselesaikan.
Khugusnya dalam peman-
faatan dan tata pengelola-
an pada asset itu sendiri,

Pidato tersebut disampai-
kan dalam rapat paripurna
istimewa penyampaian LHP
BPK RI perwakilan Kalbar
dengan tujuan tertentu atas
manajemen assef Pemerin-
tah Provinsi Kalbar di ruang
sittang DPRD Kalbar, Kamis
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(3/11) kemarin.

“Pidato yang disampaikan
itu belum menjawab perso-
alan mengenai asset pem-
proy Kalbar,” tegas Retno
kepada wartawan seusai ra-
pat sidang paripurna istime-
wa, Kamis (3/11) kemarin.

Sementara tanggapan Gu-
bernur Kalbar bahwa perso-
alan asset khususnya me-
ngenai lahan Koni tidak per-
lu persetujuan dewan, Retno
menguraikan bahwa di da-
lam peraturan PP Nomor 6
tahun 2006, UU No 27 ta-
hun 2002 tentang DPRD,
sangat jelas bahwa kerja
sama antara pengelola asset
dan kepentingan umum dan
pihak ketiga itu harus men-
dapatkan persetujuan dari
DPR.

“Kita tetap melaksanakan

secara prosedural. Mengi-
ngat dalam pengelola asset
itu harus mendapatkan per-
setujuan dari DPR." jelas
legislator PPP ini.
Menurut U Nomor 12
tahun 2008 yang merupakan
perubahan dari UU Nomor
32 tahun 2004, lanjut legis-
lator dapil Sanggau ini khu-
susnya pada pasal 42 ayat
1, DPRD memberikan perse-
tujuan kerja sama antar da-
erah kepada pihak ketiga
yang membebani masyara-

- kat dan daerah.

Selanjutnya, dijelaskan
Retno, UU Nomor 27 tahun
2009 pada pasal 293 ayal
(1.1) mengenai tugas dan
wewenang DPRD memberi-
kan persetujuan terhadap
rencana kerja sama dengan
daerah atau pihak ketiga

yvang membebani masyara-
kat dan daerah.

Dirinya juga menyebutkan
beberapa peraturan yang
harus menjadi perhatian se-
rius pemerintah provinsi
dalam pemanfaatan aset
tersebut, ULl Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendahara-
an Negara, PP Nomor 6 ta-
hun 2006 tentang Pengelo-
laan Barang Milik Negara/
Daerah, Permendagr Nomor
17 tahun 2007 tentang Pe-
ngelolaan Barang Milik Da-
erah , PP 50 tahun 2007 ten-
tang Pelaksanaan kerja
sama antar [aerah dan de-
ngan Pihak Ketiga, dan
Permendagri Nomor 22 ta-
hun 2009 tentang Tata Cara
Pelakzannan Kerja Sama
aerah.

Menurnt politisgi daerah

pemilihan Sanggau-Seka-
dau ini, ketentuan-ketentu-
an itu mewajibkan dan men-
syaratkan semua perjanjian
kerja sama yang hendak di-
lakukan pemerintah daerah
harus adanya persetujuan
DPRD.

“Jadi apa yang dilakukan
oleh gubernur yang berkait-
an dengan masalah asset
Koni ini telah menyalahi
mekanisme aturan yang te-
lah ada, Karena mekanisme
telah dilakukan oleh guber-

nur dengan terbukti bahwa
dalam hasil aduit BPK RIitu
mendapati salah-satu te-
muannya ialah adanya seto-
ran dana sebesar Rp 8 mili-
ar yang telah disetorkan oleh
perusahaan PT Citra Putra
Mandiri atas kerja sama
asset itu,” tegasnya.
Dikatakannya dia lagi,
kerja sama antara pengelola

asset dan pihak ketiga ini

sangat jelas. Dimana bentuk
kerja sama itu telah di
tandatangani oleh Sekreta-

ris Daerah Pemerintah Pro-
vinsi Kalbar, M Zeet Asho-
vie. “Dan hal ini tanpa ada
persetujuan dari DPRD.
Oleh karena itu, maka per-
janjian kerja sama itu batal
demi hokum. Dan tentunya
harus diperbaiki,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Retno ber-
harap kepada gubernur
Kalbar untuk segera memba-
has dan membicarakan per-
soalan ini kepada DPRD
Kalbar untuk melaksanakan
mekanisme yang berlaku. o



